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ABSTRAK
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kesejahteraan
dengan instrumen zakat. Dimana dalam proses pencapain kesejahteraan,
diperlukan instrumen berupa zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri
yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin
sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Dengan adanya zakat,
diharapkan tingkat kemiskinan menjadi berkurang.
Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya
kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran
pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang
dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui
contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para
ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa
pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus menerus dan
berkesinambungan.
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ABSTRACT
The writing ofthis article aims to determine the relevance of zakat with welfare
instruments. Where inthe process of achieving welfare, an instrument in the form
of zakat is needed. Zakat is an independent social aid which is a duty for rich
people to help those who are poor so that they can get out of poverty. With zakat,
poverty levels are expected to be reduced.
Welfare in the perspective of Islamic economics is the fulfillment of
material and non-material needs, the world and the end based on personal and
community awareness to obey and obey (aware) of the law desired by Allah
through His instructions in the Qur'an, through examples in the example of the
Prophet Muhammad Saw, and through ijtihad and the good of the scholars.
Therefore, welfare is not an ideal without sacrifice, but requires continuous and
continuous struggle.
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2A. Pendahuluan
Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang,
bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar
negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan
kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen
masyarakat mereka. Akan tetapi bagi negara berkembang, persoalan kemiskinan
menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai
setengah dari jumlah total penduduk.
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat
multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang
selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan
antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya dan miskin
tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai
persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang.1
Kemiskinan merupakan fenomena klasik yang sudah melekat dalam
masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif dan tergantung pada
kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, keyakinan tentang
bahwa kemiskinan tidak akan bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah
kemiskinan merupakan asumsi yang masuk akal.2
Oleh sebab itu, untuk mengurangi jumlah kemiskinan bukanlah hal yang
mudah, Akan tetapi  perlu kebijaksanaan yang tepat, yaitu dengan cara
mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan
berikut karakteristiknya. Pada umumnya, suatu keadaan disebut miskin apabila
ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar
manusia.
Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang
mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset
pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya
jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi,
1 Agung Eko Purwana, Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Ponorogo;
STAIN), Ponorogo Justitia Islamica, Vol 11 No 1, Jan-Jun 2014.
2 Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.A., Geliat Ekonomi Islam; Memangkas Kemiskinan,
Mendorong Perubahan.  (Malang : 2011, UIN-Maliki Press), Cet. I., h. 1.
3air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang
relatif rendah.
Kompleksitas penyelesaian permasalahan kemiskinan disebabkan
pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari aspek ekonomi semata namun aspek
sosial harus dipertimbangkan. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil
pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan.
Tujuan dari pengentasan kemiskinan adalah untuk mencapai tingkat
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yng di maksud diasumsikan sebagai
sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebabnya
ada sebuah negara yang disebut negara berkembang dan negara maju. Pendekatan
ini telah banyak membuat negara berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan
tersebut adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan per kapita. Tetapi
tidak bisa dipungkiri juga, bahwa pendapatan per kapita pada masyarakat atau
negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakat atau bangsa.
Kenaikan pendapatan per kapita mungkin saja tidak menaikan standar
hidup rill masyarakat. Bisa saja terjadi bahwa sementara pendapatan nyata per
kapita meningkat akan tetapi konsumsi perkapita merosot. Masyarakat mungkin
meningkatkan tingkat tabungan mereka. Ada kemungkinan lain yang
menyebabkan masyarakat tetap miskin kendati ada kenaikan dalam pendapatan
nasional nyata jika pendapatan itu hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang
kaya dan tidak oleh banyak orang miskin. Namun demikian, keberhasilan ini
hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok elit nasional.
Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Permasalahan
yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan
warga negaranya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan
Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.3
Untuk itu, perlu adanya suatu instumen yang dapat digunakan untuk
menanggulkangi jumlah kemiskinan. Salah satu instumen yang dapat digunakan
adalah melalui zakat. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain
3 Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Maqdis
(Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.
4untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, juga merupakan ibadah yang
berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk
kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa
pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan
peningkatan kesejahteraan.
Selain itu, Zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi
keadilan sosio-ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.
B. Pembahasan
1. Kemiskinan
Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya
menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu
dalam firman-Nya:

“..atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16)
Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqru, berarti




“…lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan
suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash
[28]:24).
Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani
mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan
pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah
orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.
Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi
ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata
masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan
rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok
baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan
yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk
5memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat
dan standar pendidikan.
Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang mempunyai
sumber penghasilan akan tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat
kecil sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Permasalahan yang muncul terkait dengan penentuan kemiskinan adalah
bagaimana cara menetukan standar hidup minimal yang layak. Namun
selain itu kemiskinan di sini dapat pula diartikan dengan kemiskinan
intelektual atau kebodohan yang selama ini melekat pada kaum muslimin
serta kemiskinan iman.
Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi
ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga
kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.4 Kemampuan
pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga
tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar
kualitas hidup pada umumnya.
Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan
uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti:
tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum,
kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan
menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan
hidupnya sendiri.
Ada banyak ragam pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan.
Namun, secara garis besar dapat dikatakan ada tiga sebab utama
kemiskinan. Pertama, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang
disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik,
usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain. Kedua,
kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya
kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak
produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain. Ketiga,
4 Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional =
Understanding Multidimension Of Poverty, Semarang, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
2005, VIII (3), h. 122.
6kemiskinan stuktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan
sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.
Dari tiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya
adalah kemiskinan stuktural. Sebab, dampak kemiskinan yang ditimbulkan
bisa sangat luas dalam masyarakat. Kemiskinan jenis inilah yang
menggejala di berbagai negara dewasa ini. Tidak hanya di negara-negara
sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.
2. Kesejahteraan
Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal
dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan
selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan
sebagainya).5 Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa
sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan,
“catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya
bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga
hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.6
Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan
konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran
tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization
mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap
kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang
ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian
terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas
karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat
kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.
Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah
kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu
kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih
serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan
yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga
5 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),
h. 887.
6 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8.
7memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama
terhadap sesama warga lainnya.7
Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk
menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana
kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya
kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu
membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil
dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang
harmonis dalam bermasyarakat.
Menurut Al ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau
utilitas (maslahah) di suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan
pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu Agama (al-dien), jiwa (nafs),
keluarga (nasl), harta (maal) dan akal (aql).
Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat
didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi
juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-
tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan
juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-
ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta,
kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga
dan masyarakat.8
Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang
ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang
diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan
dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya.
Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan
apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang
kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara
7 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press,
2005), h. 24.
8 Ir. Adimarwan karim., Ekonomi Mikro Islami, edisi keempat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persda, 2012), Cet. 5, h. 62-63.
8tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun
demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu
pandangan tentang kesejahteraan.
Berikut beberapa dalil al-Qur’an tentang konsep kesejahteraan:







”Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang
diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada-
Nya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-
orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya.
Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas
dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh
bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.








”Kemudian Kami berfirman, ”Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh
bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia
mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada
(jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan
telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan
tidak akan ditimpa panas matahari.”
Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur’an tercermin di Surga
yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka
bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan
9dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang
diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang,
dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah
kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak
puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba
ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.





”Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana
Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu
bersyukur.”
Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hamba-Nya untuk
mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Nikmat itu adalah sarana
untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakan-
Nya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup,
menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-
tambangnya.







”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu,
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
berbicara dengan tutur kata yang benar.”
Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada
Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah
Swt. meminta kepada hamba-Nya untuk memperhatikan kesejahteraan
generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi
yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Bahkan Nabi
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Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya
kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw
bersabda:
”Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan
berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam
keadaan miskin dan memintaminta kepada orang lain.”











”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah
(negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-
buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “ Dan kepada
orang kafir, Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa
dia ke dalam azab neraka dan itulah seburukburuk tempat kembali.”
Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya
kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk
berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagian dan ketenangan tidak
hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di seluruh
dunia.9
Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas
keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Maksudnya,
kesejahteraan tersebut mencakup dua hal berikut, yaitu:
a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini
mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu
maupun sosial.
9 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I (Surabaya:
Bina Ilmu, 1988), h. 223.
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b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya
hidup di dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang
banyak digunakan untuk mengambarkan suatu keadaan hidup yang
sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun
akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dalam pengertian
sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.10
3. Zakat
Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang
berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.11 Dipahami demikian
sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan
dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai
harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.12
Sedangkan secara istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta
tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah
SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya
dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan jumlah yang dikeluarkan
dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah
banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari
kebinasaan.13
Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah
dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan
orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang
dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun
hikmah dan manfaat dari zakat tersebut antara lain :
1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri
nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan
yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materalistis,
10 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, (Yogykarta: Ekonosia, 2003)., h. 8.
11 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (Jakarta :
Gema Insani, 1998), h. 13.
12 Amiruddin Inoed, et.al., Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat
Sumatera Selatan. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 8.
13 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin,
(Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 19.
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menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan
mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena harta merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk
menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke
arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah
kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus
menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari
kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memilki
harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang
berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya
digunakan untuk berijtihad di jalan Allah SWT, yang karena
kesibukan tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk
berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun
prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah,
pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana
pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu
bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan
bagian hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik
dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah
satu instrumen pemerataan pendapatan. Ketika zakat dikelola dengan
baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus
pemerataan pendapatan, economic with equity.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang
beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa
ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha
sehingga memilki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi
13
kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi
muzakki.14
4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi melalui Zakat
Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban
bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan
yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua
skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan
dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.15
Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus
mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam
memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan
pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik
bisa berubah menjadi muzakki.16
Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian,
pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.17
Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit
terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola
zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak
hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas
yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga
dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.
Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah
pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan motode ini
diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis
14 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002),
h. 7
15 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.33.
16 Zubaidi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai
Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet.
I, , h. 93-94.
17 Suparman Usman, Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum
Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), cet. ke-2., h. 163.
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kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian
menjadi seorang muzakki.
Bentuk pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia
terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan
produktif. Yang mana, Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan
kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan
ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat
ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.18 Zakat produktif bisa juga
disebut sebagai Pemberdayaan, yaitu penyaluran zakat secara produktif,
yang mana penyaluran dana zakat tersebut diharapkan akan menciptakan
kemandirian ekonomi bagi mustahik. Dalam pemberdayaan ini biasanya
disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang
dilakukannya.
Sedangkan bantuan konsumtif atau bisa juga disebut dengan
bantuan sesaat merupakan penyaluran dana kepada mustahik yang tidak
bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri
mustahik. Sebab, bantuan tersebut hanya bersifat insidentil atau bisa
diberikan kapan saja. Hal tersebut dilakukan karena mustahik yang
bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri. Dalam aplikasinya, zakat
tersebut biasanya deberikan kepada orang tua yang sudah jompo, orang
cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.19
C. Kesimpulan
Kemiskinan sudah menjadi masalah yang multidimensional, tidak lagi
hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi
hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang
dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu konsep tentang bagaimana cara
mengurangi angka kemiskinan sehingga masyarakat miskin menjadi masyarakat
yang sejahtera. Dalam proses pencapain kesejahteraan, diperlukan instrumen
18 Abdurrachman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), h. 46.
19 Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk
Organisasi Pengelola Zakat, (Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001), h.84.
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berupa zakat. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban
bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sehingga mereka dapat
keluar dari jeratan kemiskinan. Dengan adanya zakat, diharapkan tingkat
kemiskinan menjadi berkurang.
Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya
kebutuhan materi dan non materi, dunia dan diakhirat berdasarkan kesadaran
pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang
dikehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui
contoh dalam keteladanan Rasulullah Saw, dan melalui ijtihad dan kebaikan para
ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa
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